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Dasar : 1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum; Paragraf 3 Bawaslu Kabupaten/Kota pasal 101 Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas ; huruf (b) mengawasi pelaksanaan
tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 283 : Ayat (1),

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam
jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
Kampanve.

Avat (2), Larangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mehlputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau permbenan
barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Ayat (2)

Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TN|, dan Anggota
Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemililhan menjadi
tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota.


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Iawnd )

Netralitne Pegawnl ASN, Amgoin T, dan ANt 1t dapt
menfadl abjelc pengawnsan lnwanli, Towinin Prvinel dan
Bawastu Kabupaten/Knta dalom Wal tindakon Pegnonr A,
Anggota TNLL dan Angotn Pol berpolensl e lnnggn keteptumn
sehogndmnonan dintir daliin: ketentunn peintuean prrandang
undaagnn  mengennl Pamlly - don/atan - Pemilinen - 11a
melnagpnr kode el danfutnn  dinlplln— innniog masing
lembugn/lnatinsl,

3 Undang-Undang Nomor 5 Tuhun 2014 1rntang Aparatur Sipr)
Negar.
*Manajemen ASN" wdnalah pengelolaan ASN uniuk menghewikan
Pegawni ASN yang profesional, memiliki nilai dusar, etika
prolesi, bebas darl Intervensl politik, bernih duri praktik korupe,
kolusi, dan nepotisme.
Pusnl 2, hurul F
Penyelengpgaraan Kebijakan dan Manajemen ASN, berdanarkan
pada asas : Netralitas®

4. Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Mannjemen Pegawai Negeri Sipil.
Manajemen ’egawai Negeri Sipil adalnh Pegawni Negen Sipil
untuk menghasilkan Pegnwai Negeri Sipil yang prolesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervenm prlitik,
bersih dari praktilk kurupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

lasal 4 angka 12 - 15

NS dilarung memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang
mengarah pada  politik  praktis  pada  kontestas:
Pilkada/Pileg/ Pilpres.

F."'

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawni Neger Sipil.
Pasal 11 Huruf C
Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari
konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golungan. Maka
PNS dilarang melnkukan perbuatan yang megarah pada
keberpihakan  salah  satu  calon atau perbuntan yang
menpindikasikan terlibat dalam politik  praktis/ berafiliasi
dengan partii politik.

httpps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten-Bolaang Mongondow Selatan
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7. Surat Menpan-RB Nomor B/71/M.5M.00,00/2017 Tongesl 27
Desember 2017, Pelaksanaan  Netralitns bagl ASN pada
Penyclenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan
Legislatif Tahun 2019, dan Pemililhan Presiden dan wakil
Presiden Tahun 2019,

shubungan dengan Hal terscbut di atas Badan Pengawes Pemilihan Umum
\sbupaten Bolaang Mongondow Selatan Menghimbau kepada Sekretaria Dacrah
SENDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Mcngnko.m'odur dan
Menciptakan “ASN Aku Slap Netral” kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Jajaran Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

nemkian di sampaikan, dan atas perhatiannya di sampaikan tenma kasth.
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